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REPUBLIK INDONESIA 

No.1096, 2013 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN DAN 
APARATUR NEGARA. Penyuluh Kehutanan. 
Jabatan Fungsional. Angka Kredit. 

 
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 27 TAHUN 2013 

TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA 

KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan 
peningkatan profesionalisme Pegawai negeri Sipil 
yang melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan, 
perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh 
Kehutanan dan Angka Kreditnya; 

b. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang 
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka 
Kreditnya sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011 masih terdapat 
kekurangan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penyuluh 
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Kehutanan dan Angka Kreditnya. 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3000) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2797); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
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tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4193); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
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Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125);  

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 

16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional 
Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, dan 
Penyuluh Kehutanan;  

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

18. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 
PENYULUH KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang 
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk 
melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

2. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan 
kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pengembangan pengetahuan, 
sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka tahu, 
mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-
usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi 
aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.  

4. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan 
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara 
terpadu. 

5. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional yang 
dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan 
teknik kerja tertentu. 

6. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional yang 
dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu 
pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.  

7. Programa Penyuluhan Kehutanan adalah rencana tertulis yang 
disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman 
pelaksanaan penyuluhan serta sebagai alat pengendali pencapaian 
tujuan penyuluhan. 

8. Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan adalah jadwal kegiatan yang 
disusun oleh para Penyuluh Kehutanan berdasarkan program 
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